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Komisi C Kunjungi Bantaran Sungai Code di Brontokusuman, Yogyakarta

Minta BBWSSO Tunda Pengosongan Lahan

Komisi C DPRD DIY “KAMI minta agar ditunda dulu rencana Kota Yogyakarta juga berada di sekitar ban-
meminta Balai Besar penataan itu. Kami sudah bertemu dengan TURUN taran Sungai Code. Bahkan jaraknya diklaim
. BBWSSO dan warga setempat,” ujar Wakil hanya satu meter saja dari bibir sungai. “Ka-
Wilayah Sa‘l‘(“ga“%"ay“ Ketua Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin FAPENGAN: ' mi diminta tidak boleh berjualan disana,
OP' (BB S_SO) Sinaga kemarin (23/11). any:ou Komisi  Sedangkan adabangunan dari pemerintahan
Kementerian Pekerjaan Gimmy kapkan bersama pil C DPRD DIY malah permanen. Kami menilai asas keadilan
Umum dan Perumahan dan anggota Komisi Clainnya pernah meng- mendengarkan tidak ada,” katanya.
Ral:yat (PUPR) ;g:’k;nll](unle;ng;Sm lapin;]gan ke lokasi pada pengaduan ’ Tcrpi)sah, Penyidik gegawai Nzgeri Sipil
7 ober lalu. Sejumlah warga yang terga- masyarakat PPNS) BBWSSO Bambang Sumadyo meng-
mempemmbangkan bung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Co- di bantaran atakan sebenarnya sudah memberikan wak-
ulang upaya menata de Mandiri (PMKCM) DIY menyampaikan Sungai Code tuselama satu tahun agar warga mengosong-
kawasan bantaran Sungai aspirasi. Mereka resah karena diminta BBWSO Brontokusuman. i Jokasi, Sebab, mereka tidak memiliki.
Code di Kelurahan meninggalkan kios yang mereka bangun dan mﬁﬁiﬁm“‘“ Lokasi yang masuk dalam bantaran sungai
Brontokusuman, tempati di kaw‘e}s?n tersfebul. A‘da ha{'apan BBWSSO atau da\‘elra.h aliran sungai (DAS) terlarang
mereka tetap diizinkan tinggal di sana,” kata Kementerian untuk didirikan bangunan apapun. Termasuk
Mergangsan, Yogyakarta. Gimmy. PUPR. bangunan permanen.
Khususnya yang berada Menindaklanjuti pengaduan itu, Gimmy b y sejatinya
di sisi selatan Jembatan laporan ke pimpi " i an dilakukan pada 28 Oktober lalu. Namun,
Tungkak. DPRD DIY. Selanjutnya, pimpinan dewan PMKCM Kris Triwanto. Selain Gimmy, hadir  BBWSSO. hal itu ditunda lantaran ada permintaan da-
: yang menyurati ke menteri PUPR. “Sayasudah ~ dalam kunjungan itu Ketua Komisi C Arif ~ Ketua PMKCM DIY Kris Tiwanto mengata-  ri Komisi C DPRD DIY. Bambang juga mene- |
ketemu dengan ketua dewan Pak Nuryadi. ~Setiadi dan tiga anggota komisi Erlia Risti, kan, undangan sosialisasi hanya sebatas  gaskan wargatidak mendapatkan ganti rugi |
Beliau sangat memperhatikan masalah ini,”  Purwanto dan Lilik Saiful Ahmad. Kedat: i i agar lokasi berjual apapun. Sébab, status tanah itu merupakan
tegas Gimmy. an pimpinan dan anggota Komisi C itu di- harus sudah bersih. Undangan tersebut di-  tanah milik negara.
Kunj 1 Komisi C di terima Camat (Mantri Pamong Praja) Mer-  tujukan kepada 15 warga saja, padahal ada “Tidak ada ganti rugi sama sekali,” tegas
setelah menerima surat aduan dari Ketua gangsan Pargiyat. Juga pejabat dan staf sejumlah bangunan lain termasuk milik DLH =~ Bambang. (wia/kus/gp)
Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut

1. Kecamatan/Kemantren Mergangsan
2. Kelurahan Brontokusuman

3. Dinas PUPKP
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